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ABSTRAK 

 Konsolidasi tanah pertanian di Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, 

Kabupaten Sleman merupakan alternatif penataan tanah pasca meletusnya Gunung Api 

Merapi 2010. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 

Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah merupakan salah satu landasan yuridis dalam 

pelaksanaan konsolidasi tanah pertanian di Desa Umbulharjo. Dalam Pasal 4 ayat (2) 

mengandung makna bahwa sumber hukum dalam pelaksanaan konsolidasi tanah adalah 

hukum perikatan yang tunduk pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Terjadinya 

hubungan hukum antara pemilik tanah dengan petugas pelaksana konsolidasi tanah tak 

bisa lepas dari hukum perikatan. Namun pada saat pelaksanaan penjajakan kesepakatan 

banyak pemilik tanah yang enggan untuk menyetujui dilaksanakannya konsolidasi tanah, 

hal ini terjadi di Desa Glagaharjo hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi antaran 

pemerintah daerah, pemilik lahan dan BPN, untuk itu penyusun tertarik untuk melihat 

bagaimana proses persetujuan pelaksanaan konsolidasi tanah di Desa Umbulharjo, 

khususnya Padukuhan Peangukrejo dan Pelemsari. 

 Untuk itu, penelitian ini untuk mengetahui proses pelaksanaan persetujuan dalam 

penjajagan kesepakatan dan pernyataan pelepasan hak antara pemilik tanah di Desa 

Umbulharjo dengan petugas pelaksana konsolidasi tanah pertanian (BPN) ditinjau dari 

Hukum Perdata. Selain itu, penelitian ini juga untuk mengetahui untuk mengetahui pola 

interaksi antara BPN dengan pemilik lahan serta Pemdes dalam menentukan kesepakatan. 

Oleh karena itu, dalam penyusunan skripsi ini metode yang digunakan adalah penelitian 

lapangan  (Field Research) dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data data yang 

diperoleh langsung dari lapangan dari Kanwil BPN Daerah Istimewa Yogyakarta dan 

BPN Kabupaten Sleman, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, serta masyarakat Desa 

Umbulharjo.  

 Hasil analisis temuan di lapangan, bahwa dalam pelaksanaannya penjajakan 

kesepakatan pada 25 dan 27 Februari 2014 di Padukuhan Pelemsari maupun Pangurejo, 

100% pemilik tanah menyatakan persetujuannya untuk dilakukan konsolidasi tanah. 

Sementara pelaksanaan pada pernyataan pelepasan hak pada tanggal 2 Oktober 2014 yang 

kesepakatannya semua peserta konsolidasi tanah sepakat hak atas tanahnya dilepas untuk 

ditata dalam pelaksanaan konsolidasi tanah pertanian 2014 di Desa Umbulharjo 

Kecamatan Cangkringan. Untuk melihat penekanan pada aspek perjanjian digunakan 

Pasal 1320 sebagai pisau analisa dan ditemukan data lapangan, a). Sepakat; pada saat 

proses kesepakatan terjadi tarik ulur kepentingan antara pemilik tanah dengan pelaksana, 

mengenai status tanah apakah kembali seperti semula ataukah menjadi tanah pertanian, 

namun akhirnya status tanah dikembalikan ke status semula yang tadinya pekarangan 

menjadi pekarangan dan yang tegalan tetap tegalan. b). Cakap, ternyata tidak semua 

pemilik tanah/peserta konsolidasi tanah semuanya dewasa, ada pula diantaranya anak 

anak dan remaja, namun dengan surat pengampuan semua teratasi. c). Objek tertentu, 

prestasi yang diberikan oleh pemilik tanah adalah menyerahkan tanah mereka untuk 

dilepas status tanahnya, sedangkan prestasi yang diberikan oleh BPN adalah sertifikat hak 

atas tanah. d). Sebab yang halal, melakukan penataan pertanahan demi mewujudkan tertib 

pertanahan di masa yang akan datang, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup 

masyarakat Desa Umbulharjo khususnya Padukuhan Pangukrejo dan Pelemsari. 

Sementara itu untuk mengetahui apakah pelaksanaan penjajakan kesepakatan dan 

pernyataan pelepasan hak telah sesuai dengan hukum perikatan, acaun yang dipakai 

adalah pada isi perjanjian, bahwa para pihak sepakat akan adanya kelebihan dan kekurang 

Pada saat pengukuran luas bidang tanah.  

Kata Kunci: Penjajakan Kesepakatan, Pernyataan Pelepasan Hak, Konsolidasi Tanah, 

Hukum Perikatan. 











vii 

 

MOTTO 

  ُسَان حإ ِ سَانُِ إلَُِّ الْإ حإ ِ  (QS. Ar-Rahman: 60)  هلَإُ جَزَاءُ  الْإ

Artinya: “Tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan pula” 

 

  ة  مفتا ح الهدايها  لمجا هد  

 ا لخد مة مفتاحالكرامة       

Artinya: “Mujahadah adalah kunci mendapatkan hidayah, memberi nilai 

tambah (dedikasi) adalah kunci mendapat kemulyaan) 

(KH. Jalal Suyuti) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Negara Indonesia adalah negara hukum seperti yang tercantum 

dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945. Maka seluruh 

kebijakan (kebijakan pertanahan) yang diambil oleh negara berpedoman 

dan bersumber kepada hukum baik itu hukum privat maupun hukum 

publik.  

 Negara Indonesia juga merupakan negara kesejahteraan (walfare 

state) seperti yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan 

UUPA 1960 bahwa bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar 

besarnya kemakmuran rakyat. Pasal ini bermakna bahwa negara memiliki 

mandat untuk mengelola seluruh sumber daya agraria untuk 

mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi, diakui bahwa 

hingga saat ini, lima puluh tahun lebih sejak kemerdekaan Indonesia tahun 

1945 atau 40 tahun lebih sejak UUPA diundangkan, tujuan tersebut masih 

jauh dari harapan. Dalam perjalanan panjang kebijakan pembangunan di 

Indonesia, terutama dalam tiga dekade terakhir, diakui bakwa pengelolaan 

pertanahan belum memperoleh penekanan yang memadai. Prioritas 

kebijakan yang diarahkan kepada upaya memacu sektor sektor 

pembangunan yang mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi yang 

tidak didasari atau diikuti dengan penataan masalah pertanahan, ternyata 
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telah menimbulkan masalah besar di bidang pertanahan. Dalam kurun 

waktu tiga dekade terakhir ini masalah pertanahn di Indonesia telah 

muncul ke permukaan.
1
 

 Lebih khususnya permasalahan yang akan di bahas dalam 

penelitian ini adalah tentang konsolidasi tanah. Tetepi sebelum membahas 

tentang permasalahan ada kalanya kita ketahui dulu bahwa: “sumber 

hukum (materiel) konsolidasi tanah adalah perikatan yang timbul dari 

perjanjian. Oleh karena yang diperjanjikan itu adalah konsolidasi tanah 

sebagai kebijakan pertanahan, maka perjanjian dalam konsolidasi tanah 

dapat disebut sebagai perjanjian kebijakan (beleidsovereenkomst). 

Perjanjian itu terjadi antara pihak BPN dalam hal ini Kantor Pertanahan 

(yang diwakili Kepala Kontor Pertanahan) dengan para peserta konsolidasi 

tanah.”
2
 Banyak sekali berbagai macam permasalahan mengenai 

konsolidasi tanah yang terjadi selama pelaksanaannya dilakukan. Tetapi 

dalam penelitian ini akan lebih difokuskan pada dua permasalahan besar. 

 Pertama, rendahnya kesadaran ruang masyarakat tampak dari 

kesulitan pelaksanaan konsolidasi tanah untuk memperoleh persetujuan 

lengkap dari seluruh peserta konsolidasi tanah.
3
 Masyarakat pemilik tanah 

pada calon lokasi konsolidasi tanah, sering tidak secara menyeluruh dapat 

                                                           

 
1
 Adrian Sutedi, Tinjauan Hukum Pertanahan, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hlm. 

295 

 
2
 Oloan Sitorus, “Karakter Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan”, WIDYA BHUMI: 

Majalah Ilmiah Triwulanan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Nomor 8 Tahun, September 

2002. 

 
3
 Oloan Sitorus, Konsolidasi Tanah, Tata Ruang, dan Ketahanan Nasional, (Yogyakarta: 

STPN Press, 2015), hlm. 50 
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menerima pelaksanaan konsolidasi tanah, sekalipun mengetahui manfaat 

dari konsolidasi tanah.
4
 

 Kedua, belum efektifnya sinergisme kelembagaan. Sinergisme 

(synergy atau synergisme) antara otoritas pertanahan dengan Pemda untuk 

meningkatkan kualitas pelaksanaan Konsolidasi Tanah adalah persoalan 

kronis yang belum mendapat penyelesaian sampai saat ini, sehingga 

mengakibatkan tidak dapat mewujudkan penyelesaian pembangunan 

infrastruktur seperti konstruksi jalan serta sarana dan prasarana lainnya.
5
 

 Ketika konsolidasi tanah ditetapkan pada kawasan rawan bencana 

Gunung Merapi, maka ia merupakan upaya untuk mengembalikan 

kawasan ini agar dapat dibudidayakan oleh masyarakat sebagai sumber 

penghidupan. Tanah di lereng merapi merupakan anugerah Tuhan Yang 

Maha Esa, yang wajib disyukuri oleh masyarakat, pemerintah desa, dan 

Pemerintah Kabupaten Sleman. Oleh karena itu tanah harus dimanfaatkan 

sebesar besarnya untuk mewujudkan kemakmuran rakyat, atau 

kesejahteraan masyarakat (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945). Dengan kata lain 

konsolidasi tanah merupakan respon untuk menata kembali penguasaan, 

pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, agar tanah mampu 

memberikan sebesar besarnya kemakmuran bagi masyarakat setempat.
6
 

                                                           

 
4
 Sindung Sitorus, “Pelaksanaan Konsolidasi Tanah untuk Pembangunan Wilayah Kota”, 

WIDYA BHUMI: Majalah Ilmiah Triwulan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Nomor 19 Tahun 

7, Februari 2006. 

 
5
 Oloan Sitorus, Konsolidasi Tanah, Tata Ruang, dan Ketahanan Nasional, (Yogyakarta: 

STPN Press, 2015), hlm. 53 

 
6
 Aristiono Nugroho dan Sutaryono, Ecotourism Lereng  Merapi Pasca Konsolidasi 

Tanah, (Yogyakarta: STPN Press, 2015), hlm. 43 
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 Konsolidasi tanah dilaksanakan dalam beberapa tahapan. Tahapan 

tahapan itu meliputi kegiatan persiapan, pendataan, penataan dan 

konstruksi. Kegiatan persiapan sendiri terdiri dari pemilihan lokasi, 

penjajakan lokasi, penyuluhan dan penetapan lokasi. Dari hasil evaluasi 

selama ini diketahui bahwa tahap pemilihan lokasi merupakan tahapan 

yang sangat menentukan terhadap keberhasilan pelaksanaan konsolidasi 

tanah. Pada umumnya, permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan 

konsolidasi tanah disebabkan oleh adanya kesalahan dalam tahap 

pemilihan lokasi sebelumnya.
7
 Pelaksanaan konsolidasi tanah pertanian di 

Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan dapat dilaksanakan setelah 

keluar Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 09/KEP-34.400/1/2004 

tanggal 3 Januari 2014 tentang Penunjukan Lokasi Kegiatan Sertipikasi 

Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 dan Keputusan Bupati Sleman Nomor 

35/Kep.KDH/A/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Lokasi Konsolidasi 

Tanah Pasca Erupsi Gunung Api Merapi Tahun 2010 di Desa Umbulharjo 

dan Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan seluas 517,09 Ha, yang 

semakin memperkuat dasar hukum pelaksanaan konsolidasi tanah di Desa 

Umbulharjo dan Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan.
8
 Kedua surat 

tersebut menjadi bukti bakwa pelaksanaan pemilihan lokasi telah berjalan 

                                                           

 
7
 Sindung Sitorus, Antonius Sriono, Oloan Sitorus, Buku Materi MKK 73529/3 

SKS/Modul I-IX Konsolidasi Tanah, (Yogyakarta: STPN Press, 2007), hlm. 125 

 
8
 Aristiono Nugroho dan Sutaryono, Ecotourism Lereng  Merapi Pasca Konsolidasi 

Tanah, (Yogyakarta: STPN Press, 2015), hlm. 61-64 
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dengan baik dan lancar berkat dukungan dari berbagai pihak serta peran 

aktif masyarakat. 

 Namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai permasalahan 

yang ditemukan dalam pemilihan lokasi, seperti yang telah dijelaskan di 

atas. Diantarannya adalah: sangat sulit memperoleh persetujuan dari 100 

% pemilik tanah dan atau menguasai tanah di lokasi yang telah ditetapkan 

untuk menyerahkan STUP (sumbangan tanah untuk pembangunan)
9
. 

Bahkan besarnya STUP masih sangat rendah jika dibandingkan dengan 

STUP yang ideal sesaui dengan prinsip KT.
10

 Kerapkali ditemukan bahwa 

pelaksanaan konsolidasi tanah tidak ditindak lanjuti dengan pembangunan 

prasarana jalan, apalagi sarana fasilitas umum lainnya, setelah 5 (lima) 

atau bahkan 10 (sepuluh) tahun sertipikat tanah diselesaikan oleh otoritas 

pertanahan. Timbul pertanyaan, mengapa tindak lanjut itu tidak dilakukan. 

Tampaknya sinergisme substansial di antara otoritas pertanahan (sebagai 

instansi vertikal) dengan otoritas Pekerjaan Umum (sebagian dari Pemda) 

penting untuk dibangun kembali, sejak awal. Dikhawatirkan, ketika 

melakukan proses pemilihan lokasi pun (sebelum penentuan lokasi) belum 

ada komuikasi yang intensif diantara semua instansi yang masuk dalam 

keanggotaan Tim Pengendalian Provinsi dan Tim Koordinasi 

                                                           

 
9
 Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 

tentang Konsolidasi Tanah Pasal 1 butir (4) menjelaskan bahwa Sumbangan Tanah Untuk 

Pembangunan) adalah bagian dari objek konsolidasi tanah yang disediakan untuk pembangunan 

prasarana jalan dan fasilitas umum lainnya, serta untuk Tanah Pengganti biaya Pelaksanaan. 

 
10

 Oloan Sitorus, Konsolidasi Tanah, Tata Ruang, dan Ketahanan Nasional, (Yogyakarta: 

STPN Press, 2015), hlm. 50 
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Kabupaten/Kotamadya itu. Artinya, koordinasi yang substansial belum 

terjadi ketika melakukan pemilihan dan penentuan lokasi KT.
11

  

 Dalam pelaksanaan konsolidasi tanah pertanian di Desa 

Umbulharjo Kecamatan Cangkringan, perlu dikaji kembali apakah 

pelaksanaan konnsolidasi tanah tersebut khususnya terkait tentang 

kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam perjanjian (Buku III BW) 

yang melibatkan otoritas serta instansi yang terkait telah sesuai dengan 

prinsip dasar konsolidasi tanah pada umumnya dan serta perjanjian pada 

khususnya (BW). Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Konsolidasi Tanah 

Pertanian di Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten 

Sleman Ditinjau dari Hukum Perdata”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 

menarik untuk dikaji dan dianalisis adalah: 

1. Bagaimana proses pelaksanaan persetujuan (perjanjian) dalam 

penjajakan kesepakatan dan pernyataan pelepasan hak antara pemilik 

tanah di Desa Umbulharjo dengan petugas pelaksana konsolidasi tanah 

pertanian (BPN) ditinjau dari Hukum Perdata? 

2. Apakah pelaksanaan persetujuan dalam penjajakan kesepakatan dan 

pernyataan pelepasan hak telah sesuai dengan Hukum Perikatan? 

                                                           

 
11

 Ibid., hlm. 54 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Konsolidasi Tanah 

Pertanian di Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten 

Sleman Ditinjau dari Hukum Perdata” mempunyai tujuan yaitu 

untuk mengetahui proses pelaksanaan persetujuan dalam 

penjajagan kesepakatan dan pernyataan pelepasan hak antara 

pemilik tanah di Desa Umbulharjo dengan petugas pelaksana 

konsolidasi tanah pertanian (BPN) ditinjau dari Hukum Perdata 

dan untuk mengetahui apakah pelaksanaan penjajakan kesepakatan 

dan pernyataan pelepasan hak atas tanah telah sesuai dengan 

hukum perikatan. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum 

agraria tentang Konsolidasi Tanah (Land Consolidation). 

2) Mendapatkan masukan yang diharapkan dapat digunakan 

almameter dalam pengembangan bahan kuliah yang ada. 

3) Sebagai salah satu acuan kepustakaan hukum agraria 

terutama terkait konsolidasi tanah pertanian.  

b. Kegunaan Praktis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat 

mempertegas kebijakan pelaksanaan konsolidasi tanah 
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khususnya pertanian bagi daerah yang akan menata 

lingkungannya agar tercipta catur tertib pertanahan di masa yang 

akan datang dengan adanya sarana dan prasarana yang 

mendukung kehidupan masyarakat setempat. 

 

D. Telaah Pustaka 

 Penyusun menyadari bahwa penelitian tentang konsolidasi tanah 

ini bukanlah yang pertama kali. Sudah ada penelitian yang dilakukan 

terkait konsolidasi tanah ini. Penelitian tentang konsolidasi tanah menarik 

untuk dikaji karena menyangkut bidang pertanahan yang pemanfaatan dan 

penggunaanya harus hati hati. Jika tidak maka akan memicu terjadinya 

ketidak teraturan tata guna tanah di masa yang akan datang. 

 Penelitian Yudhi Setiawan, yang berjudul “Pola Interaksi dalam 

Implementasi Kebijakan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kawasan Bukit 

Jati Gianyar Bali”, menyajikan bagaimana pola interaksi Pemda dan BPN 

dengan pemilik lahan dalam menentukan kesepakatan. Dan tujuan 

penelitian tersebut adalah mendeskripsikan secara konprehensif dan akurat 

pola interaksi yang terjadi antara Pemda dan BPN dengan pemilik lahan di 

lapangan.
12

 Perbedaan dengan penelitian penulis adalah objek 

penelitiannya, pada penelitian Yudhi Setiawan mengambil objek 

konsolidasi tanah perkotaan di Bukit Jati, Gianjar, Bali. Sementara penulis 

                                                           
12

 Yudhi Setiawan, Pola Interaksi Dalam Implementasi Kebijakan Konsolidasi Tanah 

Perkotaan di Kawasan Bukit Jati Gianjar Bali, BHUMI: Jurnal Pertanahan, Sekolah Tinggi 

Pertanahan Nasional, Nomor 10 Tahun 4, September 2004. 
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mengambil objek konsolidasi tanah pertanian di Desa Umbulharjo, 

Kecamatan Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. 

 Penelitian Aristiono Nugroho dan Sutaryono, yang berjudul 

“Ecotourism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi Tanah”, menyajikan 

bagaimana Ecotourism dimaksimalkan dan dipergunakan untuk 

meningkatkan kesejahteraaan masyarakat di sekitar lereng Gunung Merapi 

pasca konsolidasi tanah. Dalam kesimpulannya penulis memaparkan 

bahwa konslosidasi tanah merupakan respon atas rusaknya infrastruktur 

pertanahan, dan sekaligus untuk melakukan penataan pertanahan pasca 

bencana erupsi, baik penataan bidang bidang tanah maupun penataan 

kawasan. Sementara disisi lain ecotourism memiliki peluang menjadi 

solusi atas menurunnya kemampuan tanah (sawah) yang ada di Lereng 

Merapi dalam memanfaatkan tenaga kerja. Semangat saling berbagi yang 

merupakan kewajiban sosial tradisional masyarakat Lereng Merapi 

mendorong dan mendukung dilaksanakannya ecotourism.
13

 

 Penelitian Aprilian Dwi Raharjanto, yang berjudul “Pelaksanaan 

Konsolidasi Tanah Perkotaan Secara Swadaya dalam Rangka Peningkatan 

Kualitas Lingkungan Permukiman”, menyajikan proses konsolidasi tanah 

di Kabupaten Wonogiri, penelitian ini hanya berfokus pada proses dan 

kendala yang dihadapi dalam konsolidasi tanah perkotaan dengan cara 

                                                           

 
13

 Aristiono Nugroho dan Sutaryono, Ecotourism Lereng Merapi Pasca Konsolidasi 

Tanah, (Yogyakarta: STPN Press, 2015), hlm. 233-235. 
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swadaya di Desa Nabangan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri.
14

 

Sementara itu penelitian yang saya lakukan berfokus pada proses 

kesepakatan pada saat penjajakan kesepakatan dan pernyataan pelepasan 

hak atas tanah, dan juga objek penelitian saya berada di Desa Umbulharjo. 

Selain itu juga penulis meneliti tentang konsolidasi tanah pertanian. 

 Dalam Skripsi berikut “Konsolidasi Tanah Pertanian Sebagai 

Strategi Penataan Pertanahan Pada Kawasan Rawan Bencana III Merapi 

(Studi di Pedukuhan Kaliadem Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan 

Kabupaten Sleman)”, meneliti pelaksanaan konsolidasi tanah pertanian 

dengan cakupan tujuan tertentu. Pertama, kebijakan yang dilakukan 

pemerintah pasca erupsi Gunung Merapi yakni dengan membangun 

hunsem (hunian sementara) dan huntap (hunian tetap). Kebijakan 

selanjutnya adalah mengenai strategi penataan pertanahan yang dapat 

dilaksanakan di Pedukuhan Kaliadem adalah Konsolidasi Tanah Pertanian. 

Tujuan kedua, bahwa dengan menggunakan analisis SWOT (kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan ancaman), meliputi data internal (kekuatan dan 

kelemahan) serta data eksternal (peluang dan ancaman). Dari hasil analisis 

SWOT tersebut diketahui bahwa di daerah Sleman khususnya daerah 

Pedukuhan Kaliadem mempunyai kekuatan dan juga pemanfaatan peluang 

yang akan menekan kelemahan dan ancaman, maka konsolidasi tanah 

pertanian dijadikan strategi penataan pertanahan di daerah tersebut. Tujuan 

                                                           
14

 Aprilian Dwi Raharjo, “Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Secara Swadaya 

dalam Rangka Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman”, Skripsi, Surakarta: Fakultas 

Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2008. 
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selanjutnya adalah mengetahui desain konsolidasi tanah sebagai strategi 

(P4T) yang memberikan hasil adanya keteraturan pada bentuk, letak, 

lauas, dan batas. Pemanfaatan P4T yang dilakukan di area terdampak 

langsung dapat kita lihat dengan pembangunan fasilitas berupa akses jalan 

dan meningkatkan kualitas lingkungan.
15

 Perbedaan dengan penelitian 

yang saya lakukan adalah pada proses penjajakan kesepakatan dan 

pernyataan pelepasan hak atas tanah. Serta objek penelitian saya berbeda 

yaitu di Desa Umbulharjo. 

 Penelitian Skripsi Isabela Candrakirana, STPN, 2014, yang 

berjudul “Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Desa Sinduadi, 

Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman”, menyimpulkan 3 (tiga) hasil 

penelitian berikut ini. Pertama, pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan 

(KTP) pada periode pertama (tahun 1989 s/d 2003) hanya merupakan 

kegiatan sertipikasi tanpa dilakukan konstruksi. Pada periode kedua (tahun 

2004 s/d 2008), kegiatan yang dilakukan hanya merupakan pembuktian 

bahwa KTP masih berlangsung yaitu dengan dilakukan pembangunan dua 

jalur jalan (1092 M2) dan pembuatan drainase (728 m). Periode ketiga 

(tahun 2009 s/d Juni 2014) merupakan periode gebrakan karena banyak 

pembangunan yang dilaksanakan dalam upaya penyelesaian KTP. Sampai 

dengan Juni 2004 pembuatan jalan lingkungan dan saluran air telah 

dilaksanakan mencapai 95% dan pembangunan terkini sedang dilakukan 

                                                           
15

 Septiyani, “Konsolidasi Tanah Pertanian sebagai Strategi Penataan Pertanahan Pada 

Kawasan Rawan Bencana III Merapi (Studi di Pedukuhan Kaliadem Desa Kepuharjo Kecamatan 

Cangkringan Kabupaten Sleman)”, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Perpetaan, Sekolah Tinggi 

Pertanahan Nasional Yogyakarta, 2012. 
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pelelangan guna pengaspalan di lokasi KTP. Kedua, penyebab tertundanya 

penyelesaian tahap konstruksi adalah kurangnya koordinasi dengan 

instansi terkait, minimnya alokasi dana, belum adanya pengelolaan TPBP, 

pencabutan patok batas bidang tanah, perubahan pemilik tanah. Ketiga, 

sinergi yang dilakukan antara Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman 

dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman adalah inventarisasi dan 

upaya penyelesaian masalah, rapat penyelesaian masalah, dan 

implementasi penyelesaian KTP.
16

 Perbedaan dengan penelitian yang saya 

lakukan adalah pada proses penjajakan kesepakatan dan pernyataan 

pelepasan hak atas tanah, dan juga objek penelitian saya di Desa 

Umbulharjo. Selain itu juga penulis meneliti tentang konsolidasi tanah 

pertanian. 

 Tesis Widhyasih Premonowati, berjudul “Konsolidasi Tanah 

Perkotaan Secara Swadaya Untuk Perumahan di Kota Tegal”, membahas 

konsolidasi tanah perkotaan secara swadaya untuk perumahan di Kota 

Tegal. Penelitian ini hanya berfokus pada konsolidasi tanah perkotaan 

secara swadaya dalam pengkavlingan tanah untuk perumahan di Kota 

Tegal beserta hambatan hambatan yang dihadapi.
17

 Perbedaan dengan 

penelitian yang saya lakukan adalah pada proses penjajakan kesepakatan 

dan pernyataan pelepasan hak atas tanah, dan juga objek penelitian saya di 

                                                           

 
16

 Oloan Sitorus, Konsolidasi Tanah, Tata Ruang, dan Ketahanan Nasional, (Yogyakarta: 

STPN Press, 2015), hlm. 32. 

17
 Widhyasih Premonowati, “Konsolidasi Tanah Perkotaan Secara Swadaya untuk 

Perumahan di Kota Tegal”, Tesis, Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan, Program 

Pascasarjana, Universitas Diponegoro, 2006. 
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Desa Umbulharjo. Selain itu juga penulis meneliti tentang konsolidasi 

tanah pertanian. 

 Penelitian Oloan Sitorus, yang berjudul “Keterbatasan Hukum 

Konsolidasi Tanah Perkotaan sebagai Instrumen Kebijakan Pertanahan 

Partisipasif dalam Penataan Ruang di Indonesia”, menunjukkan bahwa 

kelemahan karakter hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan (KTP) yang 

tunduk pada Hukum Perdata, dalam hal ini hukum perikatan, yakni 

ketidaksediaan masyarakat di lokasi yang direncanakan sebagai peserta 

KTP, karena egoisme individual dan alasan yang tidak masuk akal, belum 

dapat diselesaikan oleh aturan hukum yang tersedia. Selain itu, 

ketersediaan aturan hukum juga belum mampu mewajibkan instansi yang 

bertanggungjawab untuk membangun fisik prasarana jalan dan fasilitas 

umum lainnya, karena hampir semua aturan hukum KTP yang ada masih 

bersifat intern-administratif yang tidak berwenang mendesak instansi yang 

berwenang menindaklanjuti hasil pelaksanaan KTP yang telah selesai 

ditata aspek pertanahannya.
18

 Perbedaan dengan penelitian yang saya 

lakukan adalah pada proses penjajakan kesepakatan dan pernyataan 

pelepasan hak atas tanah. Dan juga objek penelitian saya di Desa 

Umbulharjo. Selain itu juga penulis meneliti tentang konsolidasi tanah 

pertanian. 

 

 

                                                           

 
18

 Oloan Sitorus, Konsolidasi Tanah, Tata Ruang, dan Ketahanan Nasional, (Yogyakarta: 

STPN Press, 2015), hlm. 31 
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E. Kerangka Teoritik 

1. Negara Hukum 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. 

Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintah 

haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (wetmatigheid van 

bestuur).
19

 

2. Negara Kesejahteraan 

Dengan merujuk rumusan tujuan negara yang tercantum dalam 

alinea keempat Pembukaan UUD 1945 khususnya pada redaksi 

“memajukan kesejahteraan umum”, ada yang berpendapat bahwa 

Indonesia menganut paham negara kesejahteraan (welfare state).
20

 

Salah satu karakteristik konsep negara kesejahteraan adalah 

kewajiban pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan umum atau 

bestuurszorg. Menurut E. Utrecht, adanya bestuurszorg ini menjadi 

suatu tanda yang menyatakan adanya suatu “Welfare State”. Bagir 

Manan menyebutkan bahwa dimensi sosial ekonomi dari negara 

berdasar atas hukum adalah berupa kewajiban negara atau pemerintah 

untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan umum dalam suasana 

sebesar besarnya kemakmuran menurut asas keadilan sosial bagi 

                                                           

 
19

 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 

hlm. 17 

 
20

 Ibid., hlm. 17 
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seluruh rakyat. Dimensi ini secara spesifik melahirkan paham negara 

kesejahteraan (verzorgingsstaat, welfare state).
21

 

3. Hak Bangsa Indonesia 

Hak bangsa Indonesia atas tanah merupakan induk bagi hak hak 

penguasaan yang lain atas tanah, mengandung pengertian bahwa semua 

hak penguasaan atas tanah yang lain bersumber pada hak bangsa 

Indonesia atas tanah dan bahwa keberadaan hak penguasaan apa pun, 

hak yang bersangkutan tidak meniadakan eksistensi hak bangsa 

Indonesia atas tanah.
22

 

Hak bangsa Indonesia bersumber dari Karunia Tuhan YME 

yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang Undang No 5 Tahun 

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok pokok Agraria yang berbunyi 

“Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai 

karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa 

bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”. Bentuk hak 

bangsa Indonesia itu sendiri adalah semua tanah di wilayah Republik 

Indonesia seperti yang tertera dalam Pasal 1 ayat (1) UUPA yang 

berbunyi “Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari 

seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia”. 

Sementara itu sifat hak bangsa Indonesia adalah hubungan yang abadi, 

seperti yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) UUPA yang berbunyi 
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 Ibid., hlm. 18-19 

 
22

 Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 78 
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“Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang 

angkasa termaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang 

bersifat abadi”.
23

 Menurut Urip Santoso dalam bukunya yang berjudul 

“Hukum Agraria Kajian Komprehensif” sifat hak bangsa selain abadi 

adalah sifat komunalistik (Pasal 1 ayat (1) UUPA) dan religius (Pasal 1 

ayat (2) UUPA). 

Bahwa tanah bersama dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA dinyatakan 

sebagai “kekayaan nasional” menunjukan adanya unsur keperdataan, 

yaitu hubungan kepunyaan antara bangsa Indonesia dengan tanah 

bersama tersebut. Hubungan kepunyaan menurut artinya yang asli 

memberi wewenang untuk menguasai sesuatu sebagai “empu”-nya, 

artinya “tuan”-nya. Hubungan kepunyaan bisa merupakan hubungan 

pemilikan, tetapi tidak selalu demikian.
24

 Menurut Boedi Harsono, 

pernyataan tanah yang dikuasai oleh bangsa Indonesia sebagai tanah 

bersama tersebut menunjukan adanya hubungan hukum di bidang 

hukum perdata. Biar pun hubungan hukum tersebut hubungan perdata 

bukan berarti bahwa hak bangsa Indonesia adalah hak pemilikan pribadi 

yang tidak memungkinkan adanya hak milik individual. Hak bangsa 

Indonesia dalam Hukum Tanah Nasional adalah hak kepunyaan, yang 

memungkinkan penguasaan bagian bagian tanah bersama dengan Hak 

milik oleh warga negara secara individu. Selain merupakan hubungan 

                                                           

 
23

 Arie S Hutagalung, Asas asas Hukum Agraria, (Jakarta: Diktat Tim Pengejar 

Kelompok Mata Kuliah Hukum Agraria Fakultas Hukum Indonesia, 1994), hlm. 18 

 
24

 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang Undang 

Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, (Jakarta: Djamban, 1994), hlm. 195 
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hukum perdata, hak bangsa Indonesia atas tanah mengandung tugas 

kewenangan untuk mengatur dan mengelola tanah bersama tersebut 

bagi sebesar besar kemakmuran rakyat, yang termasuk dalam bidang 

hukum publik. Pelaksanaan kewenangan ini ditugaskan kepada negara 

Republik Indonesia (Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UUPA).
25

 

4. Hak Menguasai Negara 

Negara sebagai sebuah konsep yang berkaitan dengan kekuasaan 

memiliki sejumlah tujuan hakiki sebagai pengemban tujuan dari seluruh 

wilayah negaranya. Oleh karena itu, sangat wajar kalau setiap hukum 

positif (UU) selalu menempatkan suatu tujuan yang terdapat dalam 

hukum itu yang secara inklusif, termasuk tujuan negara. Sebab 

berbicara mengenai tujuan hukum sama halnya berbicara mengenai 

tujuan negara. Hal ini dapat terlihat dalam Ketentuan Ketentuan Dasar 

Pokok Agraria, yang menempatkan hak menguasai negara atas tanah 

diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA No. 5 Tahun 1960 dianyatakan 

bahwa:
26

  

a. Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal 

hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang 

angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung  di dalamnya 

itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi 

kekuasaan seluruh rakyat. 
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 Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 
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 Supriadi, Hukum Agraria, (Palu: Sinar Grafika, 2006), hlm. 58 
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b. Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat (1) Pasal ini 

memberi wewenang untuk: 

1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 

persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa; 

2) Menentukan dan mengatur hubungan hubungan hukum 

antara orang orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; 

3) Menentukan dan mengatur hubungan hubungan hukum 

antara orang orang dan perbuatan perbuatan hukum yang 

mengenai bumi, air dan ruang angkasa; 

c. Wewenang yang bersumber pada hak yang menguasai dari negara 

tersebut Pasal 2 ayat ini digunakan untuk mencapai sebesar 

besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan 

dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia 

yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. 

d. Hak menguasai dari negara di atas, pelaksanaannya dapat 

dikuasakan kepada daerah daerah swatantra dan masyarakat 

masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan 

dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan ketentuan 

peraturan pemerintah. 

Dengan rincian kewenangan mengatur, menentukan dan 

menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam Pasal 2 tersebut oleh 

UUPA diberikan suatu interpretasi otentik mengenai hak menguasai 

dari negara yang dimaksudkan oleh UUD 1945, sebagai hubungan 
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hukum yang bersifat publik semata. Dengan demikian tidak akan ada 

lagi tafsiran lain mengenai pengertian dikuasai dalam pasal UUD 

tersebut.
27

 Hal tersebut senada dengan yang dikemukakan oleh Oloan 

Sitorus dan Nomadyawati, bahwa kewenangan negara dalam bidang 

pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA di atas 

merupakan pelimpahan tugas bangsa untuk mengatur penguasaan dan 

memimpin penggunaan tanah bersama yang kekayaan nasional. 

Tegasnya, hak menguasai negara adalah pelimpahan kewenangan 

publik dari hak bangsa. Konsekuensinya, kewenangan tersebut hanya 

bersifat publik semata.
28

 

5. Asas Asas Umum Hukum Perjanjian 

a. Asas Pesonalia 

Asas ini diatur dalam Pasal 1315 Kitab Undang Undang 

Hukum Perdata, yang berbunyi “Pada umumnya tak seorang pun 

dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta 

ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri”. Dari 

rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya suatu 

perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kepastianya sebagai 

individu, subyek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat 

untuk dirinya sendiri. Namun lebih jauh dari itu, ketentuan Pasal 

1315 juga menunjuk pada kewenangan bertindak dari seseorang 
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yang membuat atau mengadakan perjanjian, baik itu kewenangan 

bertindak untuk dan atas namanya sendiri.
29

 

b. Asas Konsensualitas 

  Asas Konsensualitas memperlihatkan kepada kita semua, 

bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan 

antara dua atau lebih orang telah mengikat, dan karenanya telah 

melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam 

perjanjian tersebut, segera setelah orang orang tersebut mencapai 

kesepakatan atau consensus, meskipun kesepakatan tersebut telah 

dicapai secara lisan semata mata. Ini berarti pada prinsipnya 

perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para 

pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas, walau demikian, 

untuk menjaga kepentingan pihak yang berkewajiban untuk 

memenuhi prestasi diadakanlah bentuk bentuk formalitas, atau 

dipersyaratkan adanya suatu tindakan nyata tertentu. Ketentuan 

yang mengatur mengenai konsensualitas ini dapat kita temui dalam 

rumusan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang 

berbunyi:
30

 

 “Untuk sahnya perjanjian perjanjian, diperlukan empat 

syarat: 

1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 
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2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3) Suatu pokok persoalan tertentu; 

4) Suatu sebab yang tidak terlarang”. 

c. Asas Kebebasan Berkontrak 

  Seperti halnya asas konsensualitas, asas kebebasan 

berkontrak menemukan dasar hukunya pada rumusan Pasal 1320 

Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Jika asas konsensualitas 

menemukan dasar keberadaannya pada ketentuan angka 1 (satu) 

dari Pasal 1320 Kitab  Undang Undang Hukum Perdata, maka asas 

kebebasan berkontrak mendapatkan dasar eksistensinya dalam 

rumusan angka 4 Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum 

Perdata. Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang 

membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk 

menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang 

melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang 

wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang.
31

 

d. Perjanjian Berlaku Sebagai Undang Undang (Pacta Sunt Servanda) 

 Asas yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang 

Undang Hukum Perdata ini, yang menyatakan bahwa: “Semua 

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang 

bagi mereka yang membuatnya”.
32

 Pasal ini merupakan pasal yang 

populer karena disinilah disandarkan asas kebebasan berkontrak, 
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walaupun ada juga sarjana yang menyandarkannya pada Pasal 

1320, atau pada keduanya. Namun, apabila dicermati pasal ini, 

khususnya ayat (1) atau alinea (1), sebenarnya ada tiga hal pokok 

(asas) yang terkandung di dalamnya, yaitu:
33

 

1) Pada kalimat “semua perjanjian yang dibuat secara sah” 

menunjukan asas kebebasan berkontrak; 

2) Pada kalimat “berlaku sebagai undang undang” menunjukkan 

asas kekuatan mengikat atau yang orang sebut asas pacta sunt 

servanda; 

3) Pada kalimat “bagi mereka yang membuatnya “menunjukkan 

asas personalitas. 

 Walaupun demikian, kalimat tersebut merupakan suatu satu 

kesatuan yang tidak dapat dipenggal penggal seperti tersebut di 

atas. Jadi pemenggalan di atas hanya untuk melihat kandungan dari 

pasal tersebut. 

e. Perjanjian Harus Dilaksanakan dengan Iktikad Baik 

Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum Perdata 

menyatakan bahwa: “Perjanjian perjanjian harus dilaksanakan 

dengan iktikad baik”. Rumusan tersebut memberikan arti kepada 

kita semua bahwa sebagai sesuatu yang disepakati dan disetujui 

oleh para pihak, pelaksanaan prestasi dalam tiap tiap perjanjian 
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harus dihormati sepenuhnya, sesuai dengan kehendak para pihak 

pada saat perjanjian ditutup.
34

 

6. Konsolidasi Tanah  

Konsolidasi tanah merupakan kebijakan pertanahan untuk 

menata kembali penguasaan dan penggunaan tanah yang tidak tertib 

dan teratur menjadi tertib dan dan teratur serta berwawasan lingkungan 

dengan mengacu rencana Tata Ruang Daerah berdasarkan peraturan 

perundang undangan pertanahan yang berlaku. Konsolidasi tanah 

dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pengadaan 

tanah bagi kepentingan pembangunan dan upaya pemeliharaan sumber 

daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dengan 

demikian, konsolidasi tanah merupakan kebijaksanaan penataan 

kembali yang menunjang pembangunan dewasa ini dan masa 

mendatang, sehingga memerlukan pengaturan untuk mendorong dan 

memperlancar pelaksanaan secara tertib.
35

 

 

F. Metode Penelitian  

 Metode penelitian ini merupakan bagian yang terpenting dari suatu 

penelitian, karena metode penelitian itu akan menjadi arah dan petunjuk  
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bagi suatu penelitian.
36

 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum 

empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang 

memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung 

dari masyarakat.
37

 Tipe penelitian hukum empiris yang digunakan 

adalah yuridis sosiologis (sociological jurisprudence). Penelitian ini 

berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang undangan), 

tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan 

perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang 

terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat (law in 

action).
38

 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian dengan 

menekankan cara untuk menggambarkan, menguraikan dan 

menganalisis objek penelitian, dimaksud untuk memberikan data yang 

berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci kemudian 

dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada.
39
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3. Lokasi Penelitian 

Penelitian konsolidasi tanah pertanian ini dilakukan di Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta, tepetnya di Desa Umbulharjo Padukuhan 

Pelemsari dan Pangukrejo Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman 

yang terletak di kawasan Gunung Merapi. 

4. Data dan Bahan 

Untuk penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris 

diperlukan data (baik data primer yang diperoleh dari penelitian 

lapangan maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian 

kepustakaan).
40

 

a. Data Primer 

Data primer dalam penelitian hukum dapat dilihat sebagai 

data yang merupakan perilaku hukum dari warga masyarakat.
41

 

Dalam hal ini dapat diketahui bagaimana perilaku hukum warga 

masyarakat Kecamatan Cangkringan pada saat pelaksanaan 

konsolidasi tanah pasca bencana Gunung Merapi, dan saat setelah 

konsolidasi tanah tersebut selesai. 

b. Data Sekunder 

1) Bahan Hukum Primer 

a) UUD 1945 (Pasal 33 ayat (3)) 

                                                           
40

 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tatat Cara dan 

Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 106. 

41
 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 156. 



26 
 

 

b) Ketetapan ketetapan MPR mengenai Garis garis Besar 

Haluan Negara, 1993-1998: TAP MPR nomor II/MPR/1993 

c) Beberapa undang undang mengenai penataan pengusaan 

tanah penggunaan tanah, seperti: 

(1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok 

pokok Agraria; 

(2) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 

(3) UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 

(4) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

(5) UU No. 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

d) Berbagai Peraturan Pemerintah, seperti: 

(1) Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1996 tentang 

Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata 

Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang; 

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang 

Penunjukan Badan Badan Hukum yang Dapat Mempunyai 

Hak Milik atas Tanah; 

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1966 tentang Hak 

Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai; 

(4) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah; 
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e) Peraturan Presiden 

(1) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 1980 tentang 

Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha dan Hak Guna 

Bangunan untuk Usaha Patungan dalam Rangka 

Penanaman Modal Asing. 

f) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, seperti: 

(1) Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2016 Perubahan 

atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 63 Tahun 2015 

tentang Penghentian Sementara Usaha Hotel, Apartemen, 

dan Kondotel, di Wilayah Kabupaten, Sleman. 

(2) Perda Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12  Tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman 

Tahun 2011-2031. 

(3) Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 tentang 

Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi. 

g) Berbagai Peraturan Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah 

Non Departemen, seperti: 

(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1998 

tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Proses 

Perencanaan Tata Ruang di Daerah; 
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(2) Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 1991 tentang 

Konsolidasi Tanah, ditindaklanjuti dengan berbagai Surat 

Edaran atau Surat Kepala BPN dan Menteri Negara 

Agraria/Kepala BPN, seperti: 

(3) Peraturan Menteri Pekerja Umum Nomor 21/PRT/M/2007 

tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan 

Letusan Gunung Merapi dan Kawasan Rawan Gempa 

Bumi; 

(4) Surat Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 410-1078 

tanggal 18 April 1996 tentang Petunjuk Teknis 

Konsolidasi Tanah; 

(5) Surat Kepala BPN No. 410-4245 tanggal 7 Desember 

1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Konsolidasi Tanah; 

(6) Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 

Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib 

Pertanahan. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang 

dapat berupa rancangan perundang undangan, hasil penelitian, 

buku buku teks, jurnal ilmiah, serat kabar (koran), pamphlet, 

lefleat, brosur, dan berita internet.
42
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3) Bahan Hukum Tersier 

Merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik 

bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang 

berupa kamus, ensiklopedi, leksikon, dan lain lain.
43

 

5. Pengumpulan Data 

Dalam penelitian hukum empiris teknik pengumpulan data 

dalam penelitian hukum empiris atau lapangan terdapat (3) teknik yang 

dapat digunakan, baik digunakan secara sendiri sendiri atau terpisah 

maupun digunakan secara bersama sama sekaligus. Ketiga teknik 

tersebut adalah wawancara, angket atau kuesioner dan observasi. Ketiga 

teknik tersebut tidak menunjukan bahwa teknik yang satu lebih unggul 

atau lebih baik dari yang lain, masing masing mempunyai kelemahan 

dan kelebihan.
44

 Dalam penelitian ini akan menggunakan dua teknik 

yaitu wawancara dan observasi, serata dokumentasi. 

a. Wawancara  

 Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data 

dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan 
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pribadi anatara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber 

data (responden).
45

 

b. Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan dengan 

mencari data atau tulisan seperti arsip, pendapat, buku-buku dan 

bahan lain yang berkaitan dengan kepentingan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti.
46

 

c. Observasi (Pengamatan) 

Data untuk menjawab masalah penelitian dapat dilakukan pula 

dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala yang diteliti. 

Dalam hal ini panca indera manusia (penglihatan dan pendengaran) 

diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang 

ditangkap tadi, dicatat dan selalnjutnya catatan tersebut dianalisis.
47

 

6. Analisi Data 

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa 

melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang 

dibantu dengan teori teori yang telah didapatkan sebelumnya.
48

 

Sedangkan analisis data dalam penelitian ini menggunakan sifat 

deskriptif, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk 

memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian 
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sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Di sini peneliti tidak 

melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.
49

 Sedangkan 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu 

cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, 

yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan 

serta juga tingkah laku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai 

sesuatu yang utuh. Oleh karena itu peneliti harus dapat menemukan 

data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data 

atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan 

hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan 

materi penelitian.
50

 

 

G. Sistematika Penulisan 

Bab pertama berisi pendahuluan yang dapat memberikan petunjuk 

terkait penelitian ini. Dalam bab ini penyusun memaparkan tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua, dalam bab ini berisi pembahasan tentang Konsolidasi 

Tanah. Dan dalam hal ini membahas definisi konsolidasi tanah, landasan 

konsolidasi tanah, tujuan dan sasaran konsolidasi tanah, manfaat 

konsolidasi tanah, syarat syarat konsolidasi tanah, ciri ciri konsolidasi 
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tanah, asas asas konsolidasi tanah, jenis kegiatan konsolidasi tanah, objek 

dan subjek konsolidasi tanah, organisasi penyelengara konsolidasi tanah, 

tahap pelaksanaan konsolidasi tanah, objek dan subjek konsolidasi tanah, 

tahap tahap pelaksanaan konsolidasi tanah. Disamping konsolidasi tanah 

juga menyajikan tinjauan umum tentang hukum perikatan. 

Bab ketiga, pada bab ini penyusun akan menjelaskan tentang 

tinjauan umum tentang pelaksanaa konsolidasi tanah pertanian di Desa 

Umbulharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman. Pada sub 

pertama menyajikan tinjauan umum Desa Umbulharjo, sub kedua 

menguraikan tentang keadaan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat 

sekitar, sub ketiga menjelaskan profil BPN Kabupaten Sleman, dan sub 

keempat menjelaskan tentang proses pelaksanaan persetujuan (perjanjian) 

pada saat penjajakan kesepakatan dan pernyataan pelepasan hak atas 

tanah.  

Bab keempat, pada bab ini penyusun akan menguraikan tentang 

bagaimana proses pelaksanaan konsolidasi tanah pertanian Desa 

Umbulharjo Kecamatan Cangkringan ditinjau dari hukum perdata. 

Bab kelima, pada bab ini penyusun akan memaparkan kesimpulan 

sebagai jawaban dari rumusan masalah dan saran sebagai rekomendasi dari 

penyusun terkait hasil penelitian.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Setelah mengkaji dan menganalisis di lapangan maka penulis 

menyimpulkan temuan temuan yang secara objektif dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Sebelum dilakukan penjajagan kesepakatan antara pemilik tanah 

dengan Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Daerah 

Istimewa Yogyakarta, melakukan penunjukan lokasi kegiatan 

sertifikasi konsolidasi tanah berdasarkan Keputusan Kepala Kantor 

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 89/KEP-34.400/I/2014 meliputi Desa 

Kepuharjo, Desa Umbulharjo dan Desa Glagaharjo, Kecamatan 

Cangkringan, Kabupaten Sleman. Dalam proses pelaksanaan 

penjajakan kesepakatan di Desa Umbulharjo pada tanggal 25 dan 

27 Februari 2014 di Padukuhan Pelemsari maupun Pangurejo, 

100% pemilik tanah menyatakan persetujuannya untuk dilakukan 

konsolidasi tanah. Sementara itu pada tanggal 2 Oktober 2014 

semua peserta konsoldasi tanah di Padukuhan Pelemasri dan 

Pangukrejo sepakat hak atas tanahnya dilepas. Penjajakan 

kesepakatan dan juga pernyataan pelepasan hak atas tanah 

merupakan beberapa komponen hukum perdata yang ada dalam 
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pelaksanaan konsolidasi tanah Pertanian di Desa Umbulharjo 

Padukuhan Pangukrejo dan Pelemsari. 

2. Pelaksanaan penjajakan kesepakatan dan pernyataan pelepasan hak atas 

tanah telah sesuai dengan hukum perikatan hal ini ditandai dengan 

adanya perjanjian pada saat penjajakan sekepakatan yang dituangkan 

dalam berita acara yang ditanda tangani oleh wakil peserta, koordinator 

peserta sertifikasi konsolidasi tanah, penaggung jawab kegiatan, dan 

kepala Desa Umbulharjo. Kemudian ditindak lanjuti dengan keluarnya 

Keputusan Bupati Sleman Nomor: 35/Kep KDH/A/2014 tentang Lokasi 

Konsolidasi Tanah Pasca Erupsi Gunug Api Merapi Tahun 2010 di 

Desa Umbulharjo Kecamatan Cangkringan. Sementara bukti tertulis 

pada saat pernyataan pelepasan hak dituangkan dalam surat pernyataan 

pelepasan/penyerahan hak atas tanah tanggal 07-05-2014 diketahui 

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor: 1/BPN/2014.  

 

B. Saran 

 Setelah menyimpulkan dari beberapa temuan di lapangan, maka 

terdapat beberapa saran saran yang diberikan: 

1. Dalam pelaksanaan konsolidasi tanah, tidak hanya permasalahan yang 

penyusun paparkan dalam skripsi ini. Dalam lapangan masih banyak 

permasalahan permasalahan yang timbul dalam proses konsolidasi 

tanah di Desa Umbulharjo Padukuhan Pelemsari dan Pangukrejo. Oleh 

sebab itu, perlu partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan 
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konsolidasi tanah baik pada tanah sebelum pelaksanaan konsolidasi 

tanah maupun setelah pelaksanaan konsolidasi tanah. 

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam hal ini Dinas Pekerjaan 

Umum dan Perumahan harus menindaklanjuti pelaksanaan konsolidasi 

tanah pertanian di Desa Umbulharjo Padukuhan Pelemsari dan 

Pangukrejo terkait pembuatan akses jalan baru maupun pelebaran jalan 

yang telah direncanakan dalam peta desain konsolidasi tanah. Karena 

pada hakikatnya setelah pelaksanaan konsolidasi tanah oleh Kanwil 

BPN DIY dan BPN Sleman selesai berupa sertifikat hak atas tanah, 

kewajiban selanjunya adalah tahap rekonstruksi. Inilah yang belum 

terlihat pada pelaksanaan konsolidasi tanah pertanian di Desa 

Umbulharjo. Karena untuk keperluan jalan baru dan pelebaran jalan 

diserahkan kepada masyarakat tanpa bantuan dari Pemerintah Daerah 

Sleman dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan. 
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